BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kelembagaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Damarwulan Desa Sumuragung Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori kelembagaan Esman
dan Uphoff, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan (Leadership)

Kepemimpinan BUMDes Damarwulan telah berjalan dengan

cukup baik. Direktur BUMDes berperan aktif dalam pengambilan

keputusan melalui musyawarah bersama pengurus dan Pemerintah

Desa, mampu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta

menunjukkan komitmen dalam mengembangkan unit usaha

BUMDes. Kepemimpinan yang diterapkan bersifat partisipatif

sehingga mendukung efektivitas pengelolaan organisasi.

2. Doktrin (Doctrine)

Doktrin BUMDes Damarwulan telah terlaksana dengan

baik melalui adanya visi, misi, tujuan organisasi, serta pedoman

kelembagaan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
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juga menunjukkan bahwa tujuan organisasi telah diimplementasikan

dalam berbagai program usaha. Namun demikian, pemahaman

masyarakat mengenai tujuan dan program BUMDes masih perlu

ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif.

Sumber Daya (Resources)

Sumber daya yang dimiliki BUMDes Damarwulan dinilai

cukup mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Hal tersebut

terlihat dari tersedianya sumber daya manusia, dukungan penyertaan

modal dari Pemerintah Desa, serta sarana dan prasarana berupa

berbagai unit usaha, seperti PAMSIMAS. Meskipun demikian,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan modal usaha,

dan pengembangan fasilitas pendukung masih diperlukan agar

pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih optimal.

. Program (Program)

Program usaha yang dijalankan BUMDes Damarwulan telah

sesuai dengan potensi Desa Sumuragung dan kebutuhan masyarakat.

Berbagai unit usaha yang dikembangkan memberikan kontribusi

terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi desa,

serta pendapatan BUMDes. Namun, beberapa program masih



memerlukan pengembangan dan inovasi agar manfaatnya dapat

dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

5. Struktur Internal (Internal Structure)

Struktur internal BUMDes Damarwulan telah berjalan

dengan baik, ditunjukkan oleh adanya struktur organisasi yang jelas,

pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing

pengurus, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan yang

dilaksanakan melalui rapat rutin maupun Rapat Anggota Tahunan

(RAT). Kondisi tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas

dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelembagaan BUMDes
Damarwulan Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi BUMDes Damarwulan
BUMDes Damarwulan diharapkan terus meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan
pengembangan kompetensi pengurus agar mampu mengelola unit usaha
secara lebih profesional. Selain itu, pengurus perlu meningkatkan inovasi

dan evaluasi terhadap program-program usaha yang telah berjalan



sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2. Bagi Pemerintah Desa Sumuragung

Pemerintah Desa diharapkan terus memberikan dukungan
terhadap pengembangan BUMDes, baik melalui pembinaan,
pendampingan, maupun penyertaan modal yang disesuaikan dengan
kebutuhan pengembangan unit usaha. Selain itu, pemerintah desa juga
perlu memperkuat koordinasi dan melakukan monitoring serta evaluasi
secara berkala agar pengelolaan BUMDes berjalan secara efektif,

akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Bagi Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai tujuan, program, dan manfaat BUMDes sehingga
masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik serta terdorong untuk
berpartisipasi dalam pengembangan unit usaha. Pengurus juga perlu
memperkuat koordinasi internal dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi maupun pelayanan

kepada masyarakat.

4. Bagi Masyarakat Desa Sumuragung

Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung
program dan kegiatan BUMDes, baik dengan memanfaatkan layanan
yang tersedia maupun memberikan masukan terhadap pengembangan

unit usaha. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting



dalam mewujudkan keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi

desa.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai BUMDes dengan menggunakan teori atau pendekatan yang
berbeda, serta menambahkan variabel lain seperti efektivitas
pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, kinerja keuangan, atau
keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian dapat dilakukan pada
BUMDes di desa lain sehingga diperoleh perbandingan mengenai

pengelolaan kelembagaan BUMDes dalam konteks yang berbeda.
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